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RINGKASAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program di 

Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, serta untuk mengetahui faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan pemerintah desa dalam 

memberikan layanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada masyarakat setempat. 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif sebagai strategi 

penelitiannya. Penelitian kualitatif sangat bergantung pada analisis data 

induktif/kualitatif, triangulasi (kombinasi) dalam teknik pengumpulan data, dan 

makna dalam generalisasi.  

Layanan Kartu Identitas Anak Desa Mojorejo berjalan dengan baik, dengan 

waktu tunggu yang cepat (5–10 menit) dan prosedur yang sederhana, menurut 

temuan penelitian. Layanan Kartu Identitas Anak Desa Mojorejo bersifat langsung, 

dengan pamflet atau brosur yang menguraikan layanan yang dibutuhkan. Desa 

Mojorejo memastikan penyelesaian layanan Kartu Identitas Anak tepat waktu 

dengan durasi layanan lima hingga sepuluh menit dan kehadiran aparat desa yang 

aktif. Masyarakat diuntungkan dengan adanya kepastian waktu sebagai hasilnya. 

Akuntabilitas pemerintah desa ditunjukkan dengan layanan yang diberikan kepada 

masyarakat tanpa biaya dan mematuhi norma-norma yang ditetapkan.  

 

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Program Kartu Identitas Anak  

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi gagasan desentralisasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada setiap daerah untuk memilih 

tingkat otonomi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Didirikan pada tahun 

2000, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mensyaratkan 

pembentukan sistem otonomi daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan 

yang secara khusus mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan-ketentuan 

yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu sendiri, kemudian Undang-Undang 

ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Menurut sistem pemerintahan Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat 

yang diakui dan diakui secara resmi dengan batas-batas yang jelas dan kewenangan 

untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat dan kebiasaan daerah. 

Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk membangun jalan dan 

jembatan baru serta meningkatkan infrastruktur yang ada (Sasmito C & Devina D, 

N I 2023). 

Pejabat pemerintah merupakan bagian penting dalam menjalankan tugasnya 

sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara karena mereka 

merupakan sekelompok individu yang merencanakan pembangunan, menyediakan 



 

 
 

perumahan, dan melayani masyarakat. Berbagai kebutuhan dan ambisi masyarakat 

yang semakin kompleks dari waktu ke waktu menjadi pendorong peningkatan 

layanan di berbagai bidang (Handrina 2021). 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah juga menghadapi 

sejumlah permasalahan yang semakin serius. Melalui berbagai organisasi yang 

saling terhubung, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 

pemerintah berupaya membangun administrasi kependudukan yang terpadu di 

seluruh Indonesia guna memberikan pelayanan publik yang bermutu kepada 

masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, dan penerapan temuan untuk pembangunan sektor 

publik dan pelayanan publik hanyalah sebagian kecil tugas yang termasuk dalam 

administrasi kependudukan, yaitu penyelenggaraan dan pencatatan penerbitan 

dokumen dan data kependudukan (Rahmawati, 2018). 

Sebagai bagian dari protokol pengelolaan kependudukan, sertifikat 

kependudukan dikirimkan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan. Karena 

dokumen kependudukan, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu 

tanda penduduk elektronik (E-KTP) kini sudah dimiliki oleh setiap orang. 

Pemegang sertifikat EKTP umumnya adalah mereka yang sudah menikah dan 

berusia di atas 17 tahun. Mukhlis dan Ismiyati (2021) berpendapat bahwa program 

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan inisiatif kependudukan terkini yang 

dilaksanakan oleh pemerintah federal. 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menerbitkan kartu 

tanda penduduk resmi yang disebut Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak di 



 

 
 

bawah umur tujuh belas tahun yang belum menikah. Pemerintah menginginkan agar 

setiap anak di Indonesia memiliki KIA, atau dokumen identitas, yang sama dengan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) yang dimiliki oleh warga negara yang 

telah menikah atau berusia 17 tahun ke atas. Dalam rangka menegakkan hak anak, 

identifikasi demografi bagi anak melalui KIA akan meningkatkan pelayanan 

publik, keamanan, dan pengawasan. 

Istilah dan norma hukum terkait program Kartu Identitas Anak pertama kali 

muncul dalam peraturan yang mulai berlaku pada tahun 2016. Kepemilikan Kartu 

Identitas Anak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan 

identitas anak tetapi juga berfungsi sebagai bukti resmi kewarganegaraan anak di 

Indonesia. Ada dua pembagian usia pada kartu tersebut: anak di bawah usia satu 

hari dan mereka yang berusia antara lima dan tujuh belas tahun. Di antara hal-hal 

yang lebih teknis yang diatur dalam peraturan ini adalah prosedur untuk 

mendapatkan kartu yang sesuai dengan standar formulir Kartu Identitas Anak. K.K. 

A Wijaya dkk. (2022) menyatakan bahwa norma yang lebih rendah berlaku, berasal 

dari, dan didasarkan pada standar yang lebih rendah lagi, sedangkan norma yang 

lebih tinggi berlaku, berasal dari, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. 

Anak yang memiliki akta kelahiran, kartu pelajar, atau keduanya belum 

memiliki kartu tanda penduduk, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KIA) menjadi 

hal yang penting. Oleh karena itu, pemerintah merekomendasikan agar Kartu 

Identitas Anak diterbitkan. Di satu sisi, masyarakat mendukung usulan pemerintah 

untuk menerbitkan KIA. Masyarakat berharap agar KIA dapat mengidentifikasi 

anak secara tepat. Melalui KIA, pemerintah harus segera menetapkan nomor induk 



 

 
 

kependudukan tunggal atau yang disebut juga dengan nomor induk pribadi yang 

menggabungkan informasi dari beberapa instansi pemerintah dan organisasi 

komersial. Dengan adanya nomor induk kependudukan tunggal, maka anak akan 

lebih mudah menjalankan haknya sebagai warga negara Indonesia (L.P. Suryani 

dkk., 2022). 

Salah satu cara untuk menjamin keselamatan anak dan akses terhadap layanan 

publik adalah melalui penyaluran Kartu Tanda Penduduk Anak (KTP). Generasi 

penerus bangsa kini harus dilindungi oleh pemerintah. KTP anak berfungsi sebagai 

alat pendataan, pemeliharaan layanan publik, serta promosi perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia. Bagi anak di bawah usia lima tahun, KIA baru dan 

petikan akta kelahiran diterbitkan secara serentak. Anak tanpa KIA yang sudah 

memiliki akta kelahiran harus memiliki dokumen berikut agar memenuhi syarat: 

Kartu Keluarga (KK) asli anak, KTP elektronik orang tua atau wali, akta kelahiran, 

dan foto lama anak. 

Menurut hasil studi sebelumnya oleh Chandy Afrizal (2017), Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan satu atap gratis untuk 

pembuatan kartu tanda penduduk anak. Namun, banyak orang yang beranggapan 

bahwa KIA tidak penting dan identitas anak dapat diketahui dengan dokumen dan 

kurangnya sosialisasi. Hal-hal tersebut menghambat pelaksanaan KIA. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Mojorejo, permasalahan yang 

muncul adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan 

kartu tanda penduduk anak dan minimnya pengetahuan tentang aplikasi dan 

manfaat KIA. 



 

 
 

Berdasarkan Uraian diatas peneliti mengambil Judul “Implementasi 

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)” 

1.2 Rumusah Masalah 

Rumus permasalahannya, berdasarkan uraian di atas, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program layanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa 

Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Baru?  

2. Apa saja faktor yang membantu dan menghambat pemerintah desa dalam 

memberikan layanan KIA kepada masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 

di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah 

Desa dalam memberikan pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak) kepada 

masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis selanjutnya akan memaparkan tujuan dari penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis Sebagai media praktik untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam proses menghasilkan karya ilmiah, penulis berharap dapat 



 

 
 

menerapkan ide-ide yang diperoleh selama perkuliahan untuk dipraktikkan dan 

memperluas basis pengetahuannya. Hal inilah yang secara teoritis diprediksi 

memiliki nilai guna dalam penulisan ini. 

2. Kegunaan Praktis. 

Meskipun tujuan praktis para peneliti adalah untuk meningkatkan kesadaran 

publik, studi ini dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan publik 

tentang keuntungan dan aplikasi kartu identitas anak.  

3. Salah satu area di mana laporan ini memberikan rekomendasi implementasi 

adalah hasil implementasi Program Layanan Kartu Identitas Anak (KIA). 

4. Bagi penulis sendiri, Memperoleh lebih banyak keahlian dan pemahaman dalam 

melakukan investigasi dan menyusun publikasi ilmiah. 
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